BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA SERTA
PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA

Menimbang

Mengingat

BAGI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Pemerintah Daerah, setiap Kepala Instansi
Pemerintah menetapkan kebijakan teknis evaluasi
AKIP di Instansinya masing-masing;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis
Perencanaan Kinerja serta Pengukuran Kinerja dan
Pengumpulan Data Kinerja Bagi Perangkat Daerah di
Kabupaten Sumenep;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 186);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1569);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA, DAN
PENGUMPULAN DATA KINERJA BAGI PERANGKAT
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Sumenep.

Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Sumenep dan
Perangkat Daerah sebagai wunsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Bupati Sumenep adalah Bupati Kabupaten Sumenep.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden
yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah
untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat.

Urusan  Pemerintahan  Wajib adalah  Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua
Daerah.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah  Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah
sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain
adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh
camat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah
Perangkat Daerah yang melaksanakan wunsur
penunjang urusan  pemerintahan di = bidang
perencanaan.

Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung
atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau
dampak dari perencanaan dan = pelaksanaan
pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD
provinsi dan, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi,
LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan/desa,
dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, pemerintahan desa, dan kelurahan eerta
keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi
Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan
termarginalkan.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau
yang disebut dengan nama lain adalah Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut
Perkada adalah Peraturan Bupati.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah
adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan
keuangan untuk memastikan tercapainya target
secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya
masa jabatan Bupati.

Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan
dokumen perencanaan S (lima) tahunan yang
disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan
sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik
sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode S (lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (eatu)
tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program,
kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD)
adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan
belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu S (lima) Tahunan.
Sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil
pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil antara (intermediate
outcome) program Perangkat Daerah.

Strategi adalah langkah berisikan program-program
sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat
Daerah untuk mencapai sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kedja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara
bertahap sebagai penjabaran strategi.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur
sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian
subkegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
untuk menghasilkan hasil awal (immediate outcome)
dalam rangka mencapai hasil antara (intermedinte
outcome) suatu program.

Subkegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian
aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam rangka mencapai hasil awal (immediate
outcome) suatu kegiatan.
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Kinerja adalah capaian keluaran/hasil awal/hasil
antara/hasil akhir dari subkegiatan/kegiatan
/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan
penggunaan sumber daya pembangunan.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai
alat ukur pencapaian kinerja suatu subkegiatan,
kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam
bentuk keluaran (output), hasil awal (immediate
outcome), hasil antara (intermediate outcome), dan hasil
akhir (ultimate outcome).

Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa
barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber
daya pembangunan agar hasil awal (immediate
outcome) dapat terwujud.

Hasil awal (immediate outcome) adalah berfungsinya
keluaran dari beberapa subkegiatan yang dirasakan
langsung dalam jangka waktu singkat (minggu/bulan)
setelah keluaran terealisasi.

Hasil antara (intermediate outcome) adalah kondisi
antara yang dihasilkan dalam jangka waktu beberapa
lama (tribulan/tahun) yang diperoleh dari pencapaian
immediate outcome dari beberapa kegiatan.

Hasil akhir (ultimate outcome) adalah kondisi akhir
yang ingin diubah berupa hasil
pembangunan/layanan yang diperoleh dari
pencapaian intermediate outcome dan beberapa
program.

Indikator kinerja utama yang selanjutnya disingkat
IKU adalah ukuran keberhasilan yang
menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah
sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core
business) yang diemban.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih
tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan
yang disertai dengan indikator kinerja.

Pengukuran kinerja adalah salah satu penerapan
manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya
peningkatan dalam pelayanan publik dan
meningkatkan akuntabilitas organisasi.

Pengumpulan data kinerja adalah pengumpulan dan
perangkuman data kinerja dengan memperhatikan
indikator  kinerja yang digunakan, frekuensi
pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme
perhitungan dan media yang digunakan.

Musyawarah  perencanaan pembangunan  yang
selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar
pemangku kepentingan dalam rangka menyusun
rencana pembangunan Daerah.

Forum  Perangkat Daerah  merupakan  forum
sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan
Daerah untuk merumuskan program, kegiatan, dan
subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah.



40. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan
terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup,
sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan
untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu
hidup generasi maea kini dan generasi masa depan.

41. Hari adalah hari kerja.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. pedoman teknis perencanaan kinerja Perangkat
Daerah; dan

b. pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan
data kinerja Perangkat Daerah;

c. Pembinaan dan Pengawasaan.

BAB III
PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah terdiri atas:
a. Renstra Perangkat Daerah;

b. Renja Perangkat Daerah; dan

c. Perjanjian Kinerja.

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a memuat tujuan, sasaran,
program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan
disertai indikator kinerja dalam rangka pelaksanaan
urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan
pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman
kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b memuat program, kegiatan,
subkegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang
disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah,
yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat
Daerah dan RKPD.

(3) Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud Pasal 3 huruf ¢ memuat tujuan, sasaran,
indikator kinerja dan target tahun berkenaan, yang
disusun berdasarkan Renja dan DPA.



Pasal 5

(1) Perangkat Daerah menyusun Renstra, Renja, dan
Perjanjian Kinerja.

(2) Dalam rangka penyusunan Renstra, Renja, dan
Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi dengan
BAPPEDA.

Pasal 6

(1) Renstra dan Renja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a dan huruf b disusun dengan tahapan:
persiapan penyusunan,;
penyusunan rancangan awal,
penyusunan rancangan;
pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas
Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.
(2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf c disusun dengan tahapan:
a. penyusunan rancangan awal;
b. pelaksanaan koordinasi dengan BAPPEDA;
c. penyusunan rancangan akhir; dan
d. penetapan.

a0 oD

Bagian Kesatu
Pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan Renstra

Pasal 7

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf a, meliputi:

a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang
pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat
Daerah;

b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;

c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra
Perangkat Daerah; dan

d. penyiapan data dan  informasi perencanaan
pembangunan Daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah

Pasal 8
Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b
dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan
awal RPJMD.



Pasal 9

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disajikan dengan
sistematika paling sedikit memuat:

a. pendahuluan;

b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;

d. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta cascading
kinerja;

e. strategi dan arah kebijakan;

f. rencana program, kegiatan, dan subkegiatan serta
pendanaan;

g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan;
dan

h. penutup.

Pasal 10

Tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan
harus dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang
spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka
waktu.

Pasal 11

Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah
merupakan dasar penilaian akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah di tingkat Perangkat Daerah.

Paragraf 3
Indikator Kinerja Utama

Pasal 12

(1) Indikator tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud
dalam pasal 10 ditetapkan menjadi indikator kinerja
utama (IKU) Perangkat Daerah.

(2) IKU Perangkat Daerah ditetapkan dalam 1 (satu)
Keputusan Bupati.

(3) Pemrosesan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dikoordinasikan oleh BAPPEDA.

Paragraf 4
Penjenjangan Kinerja

Pasal 13

(1) Tujuan dan sasaran yang dimaksud dalam pasal 11
disusun berdasarkan penjenjangan kinerja.
(2) Penjenjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
a. menentukan hasil (outcome) yang akan dtjabarkan
dalam penjenjangan kinerja;



(3)

(1)

(1)

b. menentukan faktor kunci keberhasilan (critical
success factor);

c. menguraikan faktor kunci keberhasilan kepada
kondisi antara sampai kondisi paling operasional,;

d. merumuskan indikator kinerja;

e. menyusun pohon kinerja, sebagai hasil
pelaksanaan tahapan huruf a sampai dengan
huruf d; dan

f. menerjemahkan pohon kinerja ke dalam komponen
perencanaan dan kinerja  jabatan yang
menghasilkan cascading kinerja.

Hasil penjenjangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat digunakan untuk:

a. menyelaraskan kinerja organisasi kepada kinerja
unit kerja dan kinerja individu;

b. penilaian kinerja organisasi, unit kerja, dan
individu;

c. penetapan program, kegiatan, dan subkegiatan
secara fokus dan tepat;

d. penggunaan sumber daya secara efektif dan
efisien; dan

e. penataan struktur organisasi.

Paragraf 5
Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 14

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan
menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat
Daerah berdasarkan surat edaran Bupati tentang
penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah.
Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam forum
Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2)
dirumuskan dalam Berita Acara.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan
berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).

Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disajikan dengan sistematika
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) disampaikan oleh
kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA
untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan
masukan dalam penyempurnaan rancangan awal
RPJMD.
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(2) Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10
(sepuluh) hari setelah pelakeanaan forum Perangkat
Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Pasal 16

(1) BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan
Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra
Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan
awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

Pasal 17

(1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian,
BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi
untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat
Daerah kepada Perangkat Daerah.

(2) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah
menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat
Daerah.

(3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah
disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah
kepada kepala BAPPEDA.

Pasal 18

Verifikasi  rancangan  Renstra  Perangkat  Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, disampaikan
paling lambat 2 (dna) minggu setelah penyampaian
rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Paragraf 6
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah

Pasal 19
(1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d

dilaksanakan oleh  kepala Perangkat Daerah
berkoordinasi dengan BAPPEDA.
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(2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh
pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah.

(3) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk
memperoleh masukan dalam rangka penajaman target
kinerja sasaran, program, kegiatan, subkegiatan,
lokasi, dan kelompok sasaran yang telah disusun
dalam rancangan Renstra  Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling
lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
diterima.

Pasal 20

Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas
Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara
kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili
pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat
Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Paragraf 7
Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Pasal 21

(1) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan
Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir
Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan
Daerah tentang RPJMD.

(2) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat
Daerah sebagaimana dimakeud pada ayat (1),
dilakukan untuk mempertajam  strategi, arah
kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah
berdasarkan strategi, arah kebtjakan, program
pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang RPJMD.

(3) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disajikan
dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9.
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(1)

(2)

(1)

Paragraf 8
Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 22

Rancangan  akhir Renstra  Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3),
disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala
BAPPEDA untuk diverifikasi.

Rancangan  akhir Renstra  Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan
Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Pasal 23

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(1), harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi,
arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan
Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah
selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA
menyampaikan saran dan rekomendasi untuk
penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat
Daerah kepada Perangkat Daerah.

Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah
menyempumakan rancangan akhir Renstra Perangkat
Daerah.

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah
disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah
kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses
penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 24

Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), paling
lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan
akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (2).

(1)

(2)

Pasal 25

BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra
Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1
(eatu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD
ditetapkan.
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Pasal 26

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan
Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam
menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan
sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Pasal27

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf a, meliputi:

a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang
pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;

b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;

c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja
Perangkat Daerah; dan

d. penyiapan data dan informasi perencanaan
pembangunan Daerah

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Pasal 28

(1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1) huruf b, paling lambat minggu pertama
bulan Desember.

(2) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah
berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil
evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan
hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun
berjalan.

Pasal 29

(1) Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2),
bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara
program, kegiatan, subkegiatan lokasi subkegiatan,
kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun
dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan
Renstra Perangkat Daerah.
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(2)

Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat
Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja
Perangkat Daerah tahun Dberjalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), bertujuan untuk
memastikan bahwa rumusan subkegiatan alternatif
dan/atau subkegiatan baru yang disusun dalam
rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan
dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra
Perangkat Daerah.

Pasal 30

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, mencakup:

a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan

b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

(1)

Pasal 31

Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,
disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
a. pendahuluan;
b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.
c.l. rumusan tujuan dan sasaran Perangkat
Daerah sesuai Renstra;
c.2. realisasi, asumsi, dan target indikator kinerja
tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tahun
n-2, tahun n-1, dan tahun n;
d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
dan
€. penutup.

(2) Target indikator tujuan dan atau sasaran Renja

(1)

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c.2, dapat berbeda dengan target indikator
tujuan dan atau sasaran Renstra Perangkat Daerah
tahun  berkenaan (tahun n) namun  tetap
mempertimbangkan realieasi kine a tahun sebelumnya
(tahun n-1) dan memperhatikan target akhir periode
Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 32

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah
disempurnakan berdasarkan surat edaran Bupati
tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal
Renja Perangkat Daerah.
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(2)

(3)

(1)

(1)

Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mencakup perumusan rencana program, kegiatan,
subkegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif,
lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan
rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator
kinerja, pendanaan indikatif, lokasi subkegiatan dan
kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.
Rumusan subkegiatan alternatif dan/atau subkegiatan
barn sebagaimana dimaksud dalam Paeal 29 ayat (2)
diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala
BAPPEDA dalam forum Perangkat Daerah/lintas
Perangkat Daerah.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Pasal 33

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c
merupakan proses penyempurnaan rancangan awal
Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran
Bupati tentang penyusunan rancangan Renja
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32.

Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disempurnakan
dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat
Daerah.

Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika
sebagaimana dimaksud dalam Paeal 31.

Pasal 34

Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) disampaikan kepada
Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan d{jadikan
sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD
menjadi rancangan RKPD.

Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat
minggu ketiga bulan Maret.

Pasal 35
BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (1).
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(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah
sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.

(3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu
disempunakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan
rekomendasi  penyempunaan = rancangan = Renja
Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.

(4) Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala
Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja
Perangkat Daerah.

(5) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah
disempumakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah
kepada kepala BAPPEDA.

Pasal 36

Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 paling lambat 2 (dua) minggu
setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah
kepada BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Paragraf 4
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas
Perangkat Daerah

Pasal 37

(1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2)
dilaksanakan oleh  kepala Perangkat Daerah
berkoordinasi dengan BAPPEDA.

(2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
eebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh
pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah.

(3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk
memperoleh masukan dalam rangka penajaman target
kinerja sasaran, program, Kkegiatan, subkegiatan,
lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja
Perangkat Daerah.

(4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah
surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (1) diterima.

17



Pasal 38

Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah
dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3),
dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan
ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku
kepentingan yang menghadiri forum = Perangkat
Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Pasal 39

(1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e,
merupakan proees penyempurnaan rancangan Renja
Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja
Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD.

(2) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk
mempertajam program, kegiatan, subkegiatan dan
pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program,
kegiatan, subkegiatan dan pagu indikatif yang
ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

(3) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan
sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Paragraf 6
Penetapan Renja Perangkat Daerah

Pasal 40

(1) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3),
disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala
BAPPEDA untuk diverifikasi.

(2) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang
RKPD ditetapkan.

Pasal 41

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(1), harus dapat menjamin program, kegiatan,
subkegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat
Daerah selaras dengan peraturan Bupati tentang RKPD
dan Renstra Perangkat Daerah.
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(2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan,
BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi
penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat
Daerah kepada Perangkat Daerah.

(3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah
menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat
Daerah.

(4) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah
disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dieampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah
kepada kepala BAPPEDA.

Pasal 42

Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu
setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Pasal 43

(1) BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir
Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan
Perkada.

(2) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan
setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 44

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah
dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan Perjanjian Kinerja
Perangkat Daerah

Pasal 45

(1) Kepala Perangkat Daerah menyusun Perjanjian
Kinerja, segera setalah penetapan DPA-SKPD.

(2) Peijanjian Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1)
memuat IKU Perangkat Daerah dan target serta
anggaran yang mendukung.
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(3)

(2)

(3)

(1)

Perjanjian  Kinerja  kepala  Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun dengan
tahapan:

a. Rancangan awal perjanjian kinerja, disampaikan
kepada BAPPEDA paling lambat bulan Januari
minggu kedua untuk diverifikasi;

b. Verifikasi sebagaimana dimaksud huruf a meliputi
kesesuaian rumusan tujuan, sasaran, indikator
kinerja dan besaran target dengan Renstra
Perangkat Daerah dan atau hasil evaluasi kinerja
tahun sebelumnya;

c. Perbaikan rancangan perjanjian kinerja menjadi
perjanjian kinerja berdasarkan hasil verifikasi
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

d. Penandatanganan perjanjian kinerja oleh kepala
Perangkat Daerah dan Bupati, paling lambat bulan
Januari minggu terakhir.

Penandatangan Bupati perjanjian kinerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf d dikoordinasikan oleh

BAPPEDA.

Pasal 46

Kepala Perangkat Daerah memerintahkan kepada
seluruh ASN jajarannya membuat perjanjian kinerja
yang memuat indikator kinerja individu, berdasarkan
hasil penjenjangan kinerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13.

Indikator kinerja individu sebagaimana dimaksud ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat
Daerah.

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1)
ditanda tangani oleh ASN yang bersangkutan dan
atasan langsungnya.

Pasal 47

Perjanjian kinerja menjadi dasar penyusunan rencana
aksi.

Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penjabaran perjanjian kinerja kepala
perangkat daerah dan setiap ASN, paling sedikit
memuat indikator kinerja utama/indikator kineSa
individu beserta targetnya yang dibagi ke dalam target
triwulan beserta serangkaian rencana program,
kegiatan, subkegiatan, dan yang dilaksanakan dan
dijadwalkan secara triwulanan.
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Bagian Keempat
Evaluasi Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Pasal 48

Evaluasi Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah terdiri
atas:

a.
b.

(3)

(4)

(2)

(3)

Evaluasi Hasil Renstra Perangkat Daerah; dan
Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah

Paragraf 1
Evaluasi Hasil Renstra Perangkat Daerah

Pasal 49

Evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf a, mencakup
tujuan, sacaran, program, kegiatan, dan subkegiatan,
serta indikator kinerja.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi Renja
Perangkat Daerah.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian
target indikator kinerja tujuan, sacaran, program,
kegiatan, dan subkegiatan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja
tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan
Renstra Perangkat Daerah dapat dicapai dalam rangka
mewujudkan tujuan dan sacaran pembangunan
menengah Daerah.

Evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah dilakukan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan
menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat
Daerah.

Pasal 50

Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi
terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/
penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan
tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah menjadi
bahan bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah
periode berikutnya dan atau Renja Perangkat Daerah
untuk tahun berikutnya.

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3} kepada
bupati melalui kepala BAPPEDA pada minggu kedua
bulan Januari.
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(1)

(2)

(2)

Pasal 51

Kepala BAPPEDA melakukan evaluasi terhadap hasil
evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4}.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditemukan adanya = ketidaksesuaian
/penyimpangan, bupati melalui kepala BAPPEDA
menyampaikan rekomendasi dan langkah
penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala
Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak
lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada bupati melalui kepala
BAPPEDA.

Paragraf 2
Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah

Pasal 52

Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b,
mencakup tujuan, sasaran, program, kegiatan,
subkegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran,
lokasi, serta dana indikatif.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-
Perangkat Daerah.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian
target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala
yang dihadapi.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3},
dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja
program, kegiatan, dan subkegiatan Renja Perangkat
Daerah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan
tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah serta
sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah.
Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah dilakukan
setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 53

Kepala Perangkat Daerah melakeanakan evaluasi
terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/
penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan
tindakan perbaikan/penyempurnaan.
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(1)

(2)

Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi bahan
bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk
tahun berikutnya.

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
bupati melalui kepala BAPPEDA setiap triwulan dalam
tahun anggaran berkenaan.

Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) disampaikan secara online melalui aplikasi
simoneva (sistem informasi monitoring dan evaluasi)
yang dikelola oleh BAPPEDA.

Laporan triwulan keempat disampaikan bereamaan
dengan laporan evaluasi hasil Renstra Perangkat
Daerah.

Pasal 54

Kepala BAPPEDA melakukan evaluasi terhadap hasil
evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4).

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/
penyimpangan, Bupati melalui kepala BAPPEDA
menyampaikan rekomendasi dan langkah
penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala
Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak
lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada bupati melalui kepala
BAPPEDA.

Bagian Kelima
Penyusunan Perubahan Perencanaan Kinerja
Perangkat Daerah

Paragraf 1
Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 55

Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan
apabila:

a. Terjadi perubahan RPJMD;

b. Hasil evaluasi hasil Renstra dan atau Renja
Perangkat Daerah memberikan rekomendasi
melakukan perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b yaitu perubahan yang
berdampak berpengaruh pada perubahan RPJMD,
yaitu rumusan tujuan/sasaran, program, indikator
kinerja, dan besaran target indikator kinerja jika target
kinerja akhir tahun periode sudah tercapai pada tahun
kedua.
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(3) Laporan hasil evaluasi hasil Renstra dan atau Renja
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b disampaikan kepada BAPPEDA sesuai
jadwal sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (4)
sampai dengan ayat (6), untuk ditelaah dengan
kesimpulan memberikan persetujuan atau tidak.

(4) Hasil telaahan BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dituangkan dalam bentuk berita acara yang
ditandangani oleh kepala BAPPEDA dan Kepala
Perangkat Daerah.

(5) Penetapan perubahan Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah penetapan
perubahan RPJMD.

Pasal 56

Tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan
Pasal 26 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan
penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Pasal 57

(1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan
Renja Perangkat Daerah.

(2) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat
Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima
surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan
Perubahan Renja Perangkat Daerah.

(3) Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada:

a. Rancangan Perubahan RKPD; dan

b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah, sampai dengan Triwulan II Tahun
berkenaan.

Pasal 58

(1) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Paeal 57 ayat
(3), terdiri atas:

a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja
Perangkat Daerah; dan

b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat
Daerah.
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(2)

(3)

Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
mencakup:

a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II
tahun berkenaan; dan

c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan

sistematika paling sedikit memuat:

a. pendahuluan;

b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun
berkenaan;

c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

c.l. rumusan tujuan dan sasaran Perangkat
Daerah sesuai Renstra;

c.2. realisasi, dan  target/perubahan  target
indikator kinerja tujuan dan sasaran
Perangkat Daerah tahun n-1 dan tahun n;

d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
dan

€. penutup.

Pasal 59

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3)
disampaikan kepada Bupati melalui BAPPEDA untuk
diverifikasi.

Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lambat 1 (satu) minggu setelah surat edaran Bupati
tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja
Perangkat Daerah.

Pasal 60

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah
disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja
Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan RKPD.

Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan
sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
ayat (3).

Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja
Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua)
minggu setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan
RKPD ditetapkan.
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(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 61

Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3)
disampaikan kepada Bupati melalui kepala BAPPEDA
untuk diverifikasi.

Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
lambat 2 (dua) minggu Setelah Peraturan Bupati
tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 62

BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan
akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bertujuan untuk memastikan rancangan akhir
Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras
dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.
Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA
menyampaikan saran dan rekomendasi untuk
penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja
Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah
menyempunakan rancangan akhir Perubahan Renja
Perangkat Daerah.

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah
disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah
kepada kepala BAPPEDA.

Pasal 63

Verifikasi rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 paling lambat 3
(tiga) minggu setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan
RKPD ditetapkan.

(1)

Pasal 64

BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir
Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah
diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang
Perubahan RKPD ditetapkan.
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Pasal 65

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan
dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah
dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

Paragraf 3
Perubahan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

Pasal 66

Perjanjian kinerja dapat diubah dalam hal terjadi kondisi

sebagai berikut:

a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi
pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program,
kegiatan dan alokasi anggaran); dan

c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat
secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan
sasaran.

Pasal 67

Tahapan penyusunan perubahan Perjanjian Kinerja
Perangkat Daerah sebagaimana penyusunan Perjanjian
Kinerja Perangkat Daerah pasal 45.

BAB IV
PENGUKURAN KINERJA DAN
PENGUMPULAN DATA KINERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah

Pasal 68

(1) Pengukuran kinerja Perangkat Daerah merupakan
penetapan data realisasi indikator kinerja terhadap
target indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja
Perangkat Daerah.

(2) Data realisasi indikator kinerja sebagaimana dimaksud
ayat (1) diperoleh berdasarkan
pengelolaan/pengumpulan data kinerja Perangkat
Derah.

Pasal 69

(1) Pengukuran kinerja Perangkat Daerah dilakukan
setiap triwulan dan berjenjang mulai dari Kepala
Perangkat Daerah hingga Staf Pelaksana Perangkat
Daerah, berupa laporan yang dibuat oleh setiap
Aparatur Sipil Negara dan diketahui/disetujui oleh
atasan langsungnya.
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(2) Atasan langsung memberikan catatan/rekomendasi
atas realisasi kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1),
bertujuan menghasilkan kinerja yang lebih baik pada
triwulan berikutnya.

(3) Catatan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh bawahan den
dilaporkan pada pengukuran kinerja triwulan
berikutnya.

Pasal 70

Pengukuran kinerja kepala Perangkat Daerah
menggunakan Laporan Evaluasi hasil Renja Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data Kinerja Perangkat Daerah

Pasal 71

(1) Pengumpulan data kinerja Perangkat Daerah
bertujuan menghasilkan data kinerja yang akurat,
mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. serta
berbasis kewilayahan.

(2) Data kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan dalam
satuan wilayah kecamatan dan atau desa, sehingga
dapat diketahui sebarannya secara spasial.

(3) Agar diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan dapat
dipertanggungjawabkan, maka kepala Perangkat
Daerah:

a. menetapkan keputusan kepala Perangkat Daerah
tentang standar operasional dan prosedur (SOP}
tentang mekanisme pengumpulan data kinerja,
yang paling sedikit memuat informasi tentang:

1) frekuensi pengumpulan data;
2) penanggungjawab; dan
3) mekanisme perhitungan.

b. memanfaatkan teknologi informasi atau aplikasi
dalam pengumpulan data kinerja.

(4) Pemanfaatan teknologi informasi atau aplikasi
sebagaimana pada ayat (3) huruf b, dapat
dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang
melakeanakan urusan pemerintahan bidang
komunikaei dan informatika, dan atau bidang statistik,
dan atau bidang persandian.

(5) Pengelolaan data  kinerja Perangkat Daerah
diintegrasikan  dalam  pengelolaan Satu  Data
Kabupaten.

(6) Pengelolaan Satu Data Kabupaten diatur dengan
Peraturan Bupati.
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BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 72

(1) Bupati melalui BAPPEDA melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan
kinerja dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah.

(2) Bupati melalui Perangkat Daeah yang melaksanakan
urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan
informatika, melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pengumpulan data kinerja Perangkat Daerah
sebagai rangkaian pelaksanaan Satu Data.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan atau (2) meliputi pemberian
bimbingan, fasilitasi, dan konsultasi.

(4) Pemberian bimbingan, fasilitasi, dan konsultasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan
kebutuhan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah serta
pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
Perangkat Daerah yang telah disusun dan masih berlaku,
tetap digunakan sampai tersusunnya perencanaan kinerja
Perangkat Daerah, pengukuran kinerja Perangkat Daerah,
dan pengumpulan data kinerja Perangkat Daerah sesuai
dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

(1) Ketentuan mengenai:

a. Tata cara penyusunan dokumen Renstra dan
Renja Perangkat Daerah beserta perubahannya;
dan

b. Tata cara penyajian dokumen Renstra dan Renja
Perangkat Daerah.

tercantum dalam Lampiran Permendagri nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan

acuan utama penyusunan Peraturan Bupati ini.
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(2) Ketentuan mengenai:

Format Indikator Kinerja Utama;

Tahapan Penjenjangan Kinerja;

Format Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah;
Format Evaluasi Hasil Renstra Perangkat Daerah
Format Perjanjian Kinerja;

Format Rencana Aksi;

Format Pengukuran Kinerja; dan

Format Renja dan Perubahan Renja Perangkat
Daerah.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

S0 Q0 o

Pasal 75

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua
ketentuan peraturan Bupati yang mengatur mengenai
perencanaan kinerja Perangkat Daerah serta pengukuran
kinerja dan pengumpulan data kinerja Perangkat Daerah
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam  Berita ~Daerah  Kabupaten
Sumenep.
Ditetapkan di : Sumenep
DIUNDANGKAN DALAM BERITA pada tanggal : 31 Juli 2024
DAERAH
KABUPATEN SUMENEP BUPATI SUMENEP

TANGGAL : 31 Juli
TAHUN : 2024 NOMOR : 28
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LAMPIRAN : Peraturan Bupati Sumenep

Nomor : 28 Tahun 2024
Tanggal : 31 Juli 2024
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA
A.1. Format IKU RPJMD
INDIKATOR KINERJA UTAMA
RPJMD KABUPATEN SUMENEP
TAHUN ... s/d ...
INDIKATOR DEFINISI
TUJUAN/SASARAN FORMULA SUMBER |PENANGGUNG
No STR!(TEGIS KINERJA PERHITUNGAN OPERASIONAL DATA JAWAB
UTAMA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 | Tyjuan
1.1| Sasaran
1.2| Sasaran
dst
2 | Tyjuan
2.1| Sasaran
2.2| Sasaran
dst

A.2. Format IKU Renstra Perangkat Daerah

BUPATI SUMENEP,

INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENSTRA TAHUN ... s/d ...

PERANGKAT DAERAH : ....
TUGAS ...
FUNGSI : 1.......
2. .
dst
TUJUAN INDIKATOR DEFINISI
NO SASARAI(I KINERJA PEE%‘;,II“’IUU;‘QAN OPERASIO SI;;‘X,‘:?R PEN‘&N‘S‘E’;’NG
STRATEGIS UTAMA NAL
1 | Tujuan
1.1 Sasaran
1.2 Sasaran
dst

Penjelasan

BUPATI SUMENEP




Kolom (1)
Kolom (2)

Kolom (3)
Kolom (4)
Kolom (5)

Kolom (6)

Kolom (7)

nomor urut

- pernyataan tujuan dan sasaran pembangunan daerah
yang tercantum dalam dokumen RPJMD (untuk IKU
Pemda)

- pernyataan tujuan dan sasaran perangkat daerah
yang tercantum dalam dokumen Renstra (untuk IKU
perangkat daerah)

indikator kinerja tujuan dan sasaran

cara atau rumus perhitungan realisasi indikator kinerja

utama

penjelasan tambahan yang bersifat spesifik tentang

indikator kinerja dan atau variabel formula perhitungan

agar memberikan pemahaman yang sama

- lembaga/instansi/perangkat daerah yang melakukan
perhitungan indikator kinerja utama (untuk IKU
Pemda) nama lembaga/instansi/bidang/unit
perangkat daerah yang melakukan perhitungan
indikator kinerja utama (untuk IKU perangkat daerah)

nama perangkat daerah selaku koordinator seuai
dengan tugas dan fungsi (untuk IKU Pemda) nama
bidang/unit perangkat daerah selaku koordinator
sesuai dengan tugas dan fungsi (untuk IKU perangkat
daerah)

B. TAHAPAN PENJENJANGAN KINERJA (sumber: Permenpan-RB nomor 89
Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah)

B.1. Penyusunan Pohon Kinerja dan Penerjemahannya

kedalam

dokumen perencanaan daerah/perangkat daerah

Tidak dikaitkan dulu dg: ‘

TUJUAN

SASARAN

Apayg S=Spesific

harus ada * Komponen perencanaan M=Measurable

agar . Strljll.itur organisasi A=Attitute ‘
Outcome eksiting . R=Relevent

tercapai * Nama program/ kegiatan T=Timebound

- SASARAN PROGRAM

| SASARAN KEGIATAN




Contoh : Pohon kinerja

Menurunnya
Kemiskinan
IK : Angka Kemiskinan

A4 \ 4 \ 4 \4

Menurunnya Peningkatan Daya Beli Meningkatnya CSF lainnya
Pengangguran IK : Indeks keyakinan Pemerataan Pendidikan| Indikator Kinerja : ...
IK : Tkt pengangguran Konsumen IK : Rata-rata lama
terbuka sekolah

v v

Contoh : Penerjemahan Pohon Kinerja kedalam Perencanaan dan Pendistribusian

J

Tujuan/sasa
ran RPJMD

|

Tujuan/sasa
ran Renstra

l

Sasaran

Menurunkan pddk
putus sekolah
IK : Angka putus

Meningkatkan daya
tamping sekolah
IK : Rasio daya Tampng

sekolah

sekolah

v

v

Meningkatkan akses pendidikan
penduduk miskin
IK : Rata-rata lama sekolah pddk
miskin

Meningkatkan partisipasi
Pendidikan non formal

IK : % pddk putus sekolah ikuf

keja A/B/C

\ 4

Tersalurkannya beasiswa utk

peserta didik kurang mampu

IK : jml pddk miskin penerime
beasiswa

Tersalurkannya dana BOP ke
Lembaga Pendidikan nonformal
IK : jml lemdik nonformal
penerima BOP

(level) kinerja jabatan (cascading kinerja).

Kinerja Sasaran
Daerah

Kinerja Urusan

Kinerja Taktikal

Program

Sasaran

Intermediate outcome]

Kinerja Taktikal

Kegiatan

Immediate outcome ]

Sasaran
Subkegiatan

Kinerja
Operasional

output




C. EVALUASI HASIL RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi Hasil Renstra Tahun ... s/d ..
Perangkat Daerah ..
Kabupaten Sumenep

Tujuan/ Unit
Sasaran/ Indikator [Satu/Kondisil Target Target tahun ke - Realisasi tahun ke - Rasio capaian tahun ke - Penan
Program/ Kineri | | 2khir g
Kegiatan/ nerja | an | awal |, ode gung
Sub 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 | jamb
1) 2 ) @ 6 K(6L (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 21)
p.] K| Rp| K Rl K| Rp] K| Rp] K[ R| K| Rp] K| Rp] K| Rp| K| Rp.] K | R| K| Rp| K| Rp| K| Rp] K [ Rp
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Subkegiatan
rata-rata capaian kinerja program
Predikat kinerj
rata-rata capaian kineria kegiataﬁ
Predikat kiner{gl
rata-rata capaian kinerja subkegiatan|
Predikat kineria]
Faktor pendorong
Faktor Penghambat

Usulan tindak lanjut Renja berikutnya

Usulan tindak lanjut Renstra berikutnya

Keterangan

Kolom (1) : diisi tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan
Renstra

Kolom (2) :  diisi indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan
subkegiatan Renstra

Kolom (3) : diisi satuan indikator kinerja tujuan, sasaran, program,
kegiatan, dan subkegiata Renstra

Kolom (4) : realisasi indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan,
dan subkegiatan satu tahun sebelum penetapan Renstra

Kolom (5) diisi target tahun terakhir periode Renstra

Kolom (6) s/ d (10) : diisi target kinerja (K) dan anggaran (RP) tahun ke-1 s/d
tahun ke-5 Renstra

Kolom (11) s/d (15) : diisi realisasi kinerja (K) dan anggaran (RP) tahun ke-1
s/d tahun ke-5 Renstra

Kolom (16) s/d (20) : diisi rasio atau perbandingan antara realisasi kinerja (K)
dan anggaran (RP) kolom (11) s/d kolom (15) dengan
target kinerja (K) dan anggaran (RP) kolom (6) s/d kolom
(10)

Kolom (21) : diisi nama unit perangkat daerah (sekretariat/bidang/

subbagian/ subbidang)



Predikat kinerja :

No | Capaian Kinerja| Predikat Kinerja
1 91% < 100% Sangat Tinggi
2 76% < 90% Tinggi
3 66% < 75% Sedang
4 51% < 65% Rendah
5 < 50% Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86/2017

Faktor pendorong : kondisi/hal yang bersifat positif yang mendorong
pencapaian target kinerja

Faktor penghambat : kondisi/hal yang bersifat negatif yang menghambat
pencapaian target kinerja

Usulan tindak lanjut Renja berikutnya : daftar rencana tindakan perbaikan
kinerja tahunan
Usulan tindak lanjut Renstra berikutnya : daftar rencana tindakan perbaikan

kinerja lima tahunan

D. EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
D.1. FORM-1 EVALUASI HASIL RENJA PD

Evaluasi Hasil Renja PD
Periode Renstra Tahun ... s/d
Pelaksanaan Tahun Berjalan (n-1)

. | Tingkat| Tingkat
. . Realisa . .
Realisa Realisa . Capaia| Kemaju
si Target si st n an .
Program/ | ;. sikato Target|  mpai| , & Realisasi Tribulan ke- th | 4B 4 | Capaia| UM
Sasara| kegiatan/ Satu| akhir berken berken Penang
. r . dengan berken berken| ns/d
n Subkegiata| .. = . an | Periode aan aan gung
n kinerja th (a-1) aan aan th owab
(n-2) thn-l) 0 o (n1) | berken J
I I m v (-1 o) | aan
8 (6) (7 (8 @ | @ (11) (12) (13) (14) (15)
) ) @ @ | (16)
Program
Kegiatan
Subkegiatan
rata-rata capaian kinerja PROGRAM (%)I
pedikat kinerja PROGRAIV11
rata-rata capaian kinerja KEGIATAN (%)|
kinerja KEGIATAN|
rata-rata Capaian kinerja SUBKEGIATAN (%)
pedikat SUBKEGIATAN|
Faktor pendorong
Faktor Penghambat
Usulan tindak lanjut Renja berikulnya
........... y ereeeeenns
KEPALA PERANGKAT DAERAH
Keterangan
Kolom (1) : diisi sasaran Renstra

Kolom (2) : diisi nama program, kegiatan, dan subkegiatan Renstra




Kolom (3)
Kolom (4)

Kolom (5)
Kolom (6)

Kolom (7)

: diisi indikator kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan Renstra
: diisi satuan indikator kinerja pmgram, kegiatan, dan subkegiatan

Renstra

: diisi target kinerja dan anggaran tahun terakhir periode Renstra
: diisi realisasi kinerja (K) dan anggaran (RP) sampai dengan tahun

n-2

: diisi target kinerja (K) dan anggaran (RP) tahun n-1

berjalan)

(tahun

Kolom (8) s/d (11): diisi realisasi kinerja (K) dan anggaran (RP) triwulan I s/d
triwulan IV
: diisi realisasi kinerja (K) dan anggaran (RP) akhir tahun berjalan,

Kolom (12)

Kolom (13)
Kolom (14)

Kolom (16)

jumlah kolom

(8)

s/d kolom

(11),

menyesuaikan jenis data (akumulatif/tidak)

. diisi

kolom

(6)

ditambah kolom

(12),

menyesuaikan jenis data (akumulatif/tidak)
: diisi kolom (12) dibagi kolom (7) dikali 100 Kolom (15) : diisi kolom
(13) dibagi kolom (5) dikali 100
: diisi nama unit perangkat daerah (sekretariat/bidang/subbagian/

subbidang)

D.2. FORM-2: EVALUASI RENJA PD (TUJUAN/SASARAN)

Evaluasi Hasil Renja (Tujuan/Sasaran) PD

Periode Renstra Tahun ... s/d ...
Pelaksanaan Tahun Berjalan (n-1)

perhitungan kinerja

perhitungan kinerja

Tujuan/ | Indikator| Satu| Target [Realisasi| Target | RealisasiKinerja | Realisasi | Realisasi Tingkat Tingkat Unit
Sasaran/ kinerja | an | akhir |Capaian |kinerjath | Tribulan ke- kinerja th |Kinerjas/ d| Capaian Kemajuan | Penang-
Program periode | Kinerja |berkenaan berkenaan th Kinerja th Capaian gung
sampai | (n-1) th (n-1) | berkenaan, | berkenaan |Kinerjas/dth| jawab
dengan th (n-1) (n-1) berkenaan (n-
th (n-2) (%) 1) (%)
I | o |m|wv
(1) @) G @ () 0 [(7) @[O0 (11 (12) (13) (14) (15)
Tujuan
Sasaran
Program
Faktor pendorong
Faktor penghemat

Usulan tindak lanjut Renja terikutnya

Keterangan :
Kolom (1)
Kolom (2)

diisi tujuan, sasaran, dan program Renstra
diisi indikator kinerja tujuan, sasaran, dan program Renstra




Kolom (3) : diisi satuan indikator kinerja tujuan, sasaran, dan program

Renstra
Kolom (4) diisi target kinerja tahun terakhir periode Renstra
Kolom (5) : diisi realisasi kinerja sampai dengan tahun n-2
Kolom (6) : diisi target kinerja tahun n-1 (tahun berjalan)
Kolom (7)

s/d (10) : diisi realisasi kinerja triwulan 1 s/d triwulan IV
)

Kolom (11) : diisi realisasi kinerja akhir tahun berjalan, jumlah kolom (7) s/d
kolom (10), perhitungan menyesuaikan  jenis data
(akumulatif/tidak)

Kolom (12) : diisi kolom (5) ditambah kolom (11), perhitungan kinerja

menyesuaikan jenis data (akumulatif/tidak)

Kolom (13) : diisi kolom (11) dibagi kolom (6) dikali 100

Kolom (14) : diisi kolom (12) dibagi kolom (4) dikali 100

Kolom (15) : diisi nama unit perangkat daerah (sekretariat/bidang/subbagian/
subbidang)

E. PERJANJIAN KINERJA
Format Perjanjian Kinerja (Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun
2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

E.1. Perjanjian Kinerja Bupati
1) Pernyataan Perjanjian Kinerja

BUPATI SUMENEP
PERJANJIAN KINERJA TAHUN .............

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda
tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan : Bupati Sumenep

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Sumenep,
Bupati Sumenep,

NAMA



2) Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ..............
KABUPATEN SUMENEP

No Tujuan / Sasaran Indikator Tarcet
) Strategis Kinerja g
(1) ) 8 (4)
Tujuan ........
Sasaran ..........
No. | Sasaran Strategis Program Anggaran Keterangan
1. |Sasaran .... 1... Rp. - Diisi sumber
2. Rp. dana _
- Informasi penting
2. |Sasaran .... 1... Rp. lainnya
2... Rp.
Jumlah Anggaran Rp
Sumenep,

Bupati Sumenep,

NAMA

E.2. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah
1) Pernyataan Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .........
PERANGKAT DAERAH ....
KABUPATEN SUMENEP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang -efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan:

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

Jabatan :

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.



Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Sumenep,
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
NAMA BUPATI NAMA KEPALA PD
Pangkat /gol.
NIP.

2) Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
PERANGKAT DAERAH ....
KABUPATEN SUMENEP

No.| Tujuan / Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan Target

(1) ) €) “) ()

No. Program Anggaran Keterangan
1. Rp. - Diisi sumber dana
- Informasi penting
lainnya
2.
Jumlah Anggaran Rp.
Sumenep,
Bupati Sumenep, Kepala Dinas/Badan.......
NAMA NAMA
Pangkat/gol

NIP.




E.3. Perjanjian Kinerja Eselon III
1. Pernyataan Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .........
..... (NAMA JABATAN ESELON III)
...... (NAMA PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN SUMENEP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan:

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

Jabatan :

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Sumenep,
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
... (Jabatan atasan Langsung) ... (jabatan Eselon III)
NAMA NAMA
Pangkat /gol. Pangkat /gol.

NIP. NIP.



2.Lampiran Perjanjian Kinerja
PERJANJIAN KINER JA TAHUN 20XX
............ (NAMA JABATAN ESELON III)

........... (NAMA PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN SUMENEP
No Sasaran Indikator Kinerja | Satuan | Target
Program Program
Program /Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Program ... Rp. .... - Diisi sumber dana
: - Infq i i
1.1. Kegiatan ... Rp. .... ln‘ ormasi penting
ainnya
Sumenep,
... (Jabatan atasan Langsung) ... (jabatan Eselon III)
NAMA NAMA
Pangkat /gol. Pangkat /gol.
NIP. NIP.

E.4. Perjanjian Kinerja Eselon IV / Fungsional
1. Pernyataan Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .........
..... (NAMA JABATAN ESELON IV / FUNGSIONAL)
...... (NAMA PERANGKAT DAERAH,)
KABUPATEN SUMENEP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang -efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan:

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

Jabatan :

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.



Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
Sumenep,

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

... (Jabatan atasan Langsung) ... jabatan Eselon IV /Fungsional)

NAMA NAMA

Pangkat /gol. Pangkat /gol.

NIP. NIP.

2. Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINER JA TAHUN 20XX
............ (NAMA JABATAN ESELON
IV/FUNGSIONAL)

........... (NAMA PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN SUMENEP

No |Sasaran Kegiatan/ Sub Indikator Kinerja | Satuan | Target
Kegiatan Kegiatan Sub
Kegiatan
...... (Sasaran kegiatan)
...... (Sasaran kegiatan)
Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Kegiatan ... Rp. .... - Diisi sumber dana
. - Infq i ti
1.1. Sub Kegiatan ... Rp. .... ln. ormast penting
ainnya
Sumenep,
... (Jabatan atasan Langsung) ... jabatan Eselon
IV /Fungsional)
NAMA NAMA
Pangkat /gol. Pangkat /gol.
NIP. NIP.



E.5. Perjanjian Kinerja Staf / Pelaksana
1. Pernyataan Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .........
..... (NAMA JABATAN PELAKSANA)
...... (NAMA PERANGKAT DAERAH,)

KABUPATEN SUMENEP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan:

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

Jabatan :

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Sumenep,
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
... (Jabatan atasan Langsung) ... (jabatan Pelaksana)
NAMA NAMA
Pangkat /gol. Pangkat /gol.

NIP. NIP.



2. Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINER JA TAHUN 20XX
............ (NAMA JABATAN PELAKSANA)
........... (NAMA PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN SUMENEP

No

Sasaran

Indikator Kinerja | Satuan | Target

...... (Rumusan kinerja
berkaitan dengan
penyediaan input
(data/bahan/materi)

... (Jabatan atasan Langsung)

NAMA

Pangkat /gol.

NIP.

Sumenep,

... jabatan Fungsional)

NAMA
Pangkat /gol.
NIP.




F. RENCANA AKSI
Form Rencana Aksi Perangkat Daerah

RENCANA AKSI
.. (NAMA PD) TAHUN ...
Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Target Target Triwulan
Kiner:
B M Tahun I [ o|m|v
TuyjuanPD ... || L
SasaranPD ... |0 L
PROGRAM / KEGIATAN SUBKEGIATAN RENCANA [PELAKSANAAN RENCANA
AKSI/RINCIAN AKSI TRIWULAN
NO AKTIFITAS
PROGRAM | INDIKATOR| TARGET | URAIAN | INDIKATOR | TARGET I n | m|w
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10| 11 | 12
Program .... |.....  |.....
Kegiatan .... |..... [.....
Sub  |..... | ... ... (tahapan | .....i|oeeeee foeeies enenn
Keg... persiapan)
... (tahapan ... [ s et
pelaksanaan)
... (tahapan ... [ [ el
pelaporan)
KEPALA PD .....
G. PENGUKURAN KINERJA
G.1. Pengukuran Kinerja Kepala Perangkat Daerah
Menggunakan format Laporan Evaluasi Hasil Renja PD
G.2. Pengukuran Kinerja Eselon III
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 20XX
........... (NAMA JABATAN ESELON III)
........... (NAMA PERANGKAT
DAERAH) KABUPATEN SUMENEP
Sasaran |Indikato | Target Target Realisasi | Capaian
No |Program|r Kinerja 1 (akumulatif) | (akumulatif) (%)
Program | tahun |Triwulan ke-|Triwulan ke-| Triwulan
ke-
[|II IO IV [T 1T |ID|IV|I|1II|II|IV
Anggaran Realisasi Capaian (%)
Program (RP) (akumulatif) Triwulan ke-
Triwulan ke-




II III 1\ I II ar | 1v

CATATAN/REKOMENDASI ATASAN TINDAK LANJUT YANG SUDAH
LANGSUNG TRIWULAN SEBELUMNYA DILAKUKAN

PERMASALAHAN TRIWULAN
BERKENAAN

CATATAN/REKOMENDASI
ATASAN LANGSUNG

......................... s eeeeeeneenen . 20XX
.... (atasan langsung) ... (nama jabatan eselon III)
G.3. Pengukuran Kinerja Eselon IV/Fungsional
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 20XX
......... (NAMA JABATAN ESELON IV/Fungsional)
........... (NAMA PERANGKAT
DAERAH) KABUPATEN
SUMENEP
Indikator Target Realisasi | Capaian (%)
No Sasaran Kinerja Target| (akumulatif) | (akumulatif) |Triwulan ke-
Kegiatan/subkegiatan Kegiatan 1 Triwulan ke- | Triwulan ke-
Subkegiatan |tahun| I | II |II|IV |T|II [III IV |I| 1T | III | IV
... sasaran kegiatan)
... sasaran subkegiatan)
Realisasi Capaian (%)
Kegiatan/Subkegiatan Anggaran (akumulatif) Triwulan ke-
(Rp) Triwulan ke-
I nm |m (Iv|I |0 | |IV
1. Kegiatan ...

2. Subkegiatan ...

3. ...

CATATAN/REKOMENDASI ATASAN
LANGSUNG TRIWULAN SEBELUMNYA

TINDAK LANJUT REKOMENDASI
YANG SUDAH DILAKUKAN




.o

PERMASALAHAN TRIWULAN CATATAN/REKOMENDASI
BERKENAAN ATASAN LANGSUNG
................... N210),0. ¢
.. (atasan langsung} .... (nama jabatan eselon IV/Fungsional)

.........................................................................

G.4. Pengukuran Kinerja Staf/Pelaksana
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 20XX
............ (NAMA JABATAN PELAKSANA)
........... (NAMA PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN SUMENEP

No

Indika Target Target Realisasi Capaian (%)
Sasaran tor 1 tahun | (akumulatif) | (akumulatif) | Triwulan ke-
Kine Triwulan ke- | Triwulan ke-
rja I|II |OI{IV|I|II [ O IV|I| II | III| IV

.... (rumusan
kinerja input
(data/ bahan/
materi)

CATATAN/REKOMENDASI ATASAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI YANG
LANGSUNG TRIWULAN SEBELUMNYA SUDAH DILAKUKAN
PERMASALAHAN TRIWULAN CATATAN/REKOMENDASI ATASAN

BERKENAAN LANGSUNG




.............................................

H. RENJA PERANGKAT DAERAH
H.1 FORMAT RENJA PERANGKAT DAERAH
Tabel x

Realisasi, Asumsi, dan Target Indikator Kinerja Tujuan dan

...(nama jabatan Staf/Pelaksana)

20XX

......................................

Sasaran Perangkat Daerah Tahun n-2, Tahun n-, dan Tahun n

No Tujuan/Sasaran | Indikator Satuan Realisasi Asumsi Target
Kinerja Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n
1. |Tuiuan ...
Sasaran ...
Tabel x
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat
Daerah Tahun n dan Prakiraan Maju Tahun n+1
Prakiraan
Urusan/ Bidang Indikator Rencana Tahun n Rencanl\a/tl?‘zhun
Urusan Pemerintahan L
Kinerja Catatan n+l
Daerah dan Program/Kegiat Target Pentin
Kode |Program/Kegiatan/Su &t & A8 Ik ebutuhan & Target |Kebutuhan
bke giatan an Lokasi Ca}palgn Dana/Pa; Sumber Capaian|Dana/Pa;
&l /Sub Kegiatan Kinerja ./ S Dana paie ./ eu
Indikatif Kinerja | Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ) (10)
Urusan ...
(wajib/pilihan) /
Unsur ...
Bidang Urusan ...
Program ...
Kegiatan ...
Subkegiatan ...
Jumlah

H.2 FORMAT PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Tabel x
Realisasi dan Target/Perubahan Target
Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Tahun n-1 dan Tahun n

Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan

. Realisas Target Tahun n
No| Tujuan/Sasaran Ind.lkat.o g Satua i Tahun
Kinerja n -1 Awal | Perubahan
1. | Tuyjuan ...
Sasaran ...
Tabel x

Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun n



Urusan/Bidang Urusan | Indikat Target IK Anggaran Sumbe | Alasan
Kode | Pemerintahan Daerah | or Satua| Awal | Perubahal| Awal | Perubaha| Tambah | dana | perubah
dan Kinerj | n n (DPA) n / an
Program/Kegiatan/Subkeg | a (IK) kuran
iatan g
(1) () (3) (4) () (6) (7) () ) (10) (11)
Urusan ... (wajib/pilihan)
Bidang Urusan ...
Program ...
Kegiatan ...
Subkegiatan ...
Jumlah
BUPATI SUMENEP
ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO
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